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P Mengmgat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.‘,,

BUPATI KARANGANYAR

bahwa dengan dlundangkannya Peraturan Menten o
: Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 20 18 tentang Lembaga a
: Kemasyarakatan Desa- dan Lembaga Adat Desa serta

“adanya perubahan ‘ pengaturan» yang disesuaikan

. dengan kOndlSl dan - kebufuhan" di Desa, ‘maka’,:

’Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11

':*‘:Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desab

. periu dlubah

bahwa berdasarkan pertnnbangan Sébagaiﬁlané.' ‘

o dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah o

- Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 '

F tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; v _
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

.V'Repubhk Indonesia Tahun 1945, |
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang'
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam

| 'F'angkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa -
" (Lembaran Negara Repubhk Indonesw. Tahun 2014
 Nomor 7, Tambahan » Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Nomor 5495);



4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
‘» " Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445 Tambahan' R

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587), o
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakh1r
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang o
Perubahan Kedua“ ‘atas Undang-Undang Nomor 23

| ‘Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

 Nomor 5679);
. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang :
APeraturan Pelaksanaan - Undang-Undang Nomor 6 D

. 'I‘ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk

Indone51a ’I‘ahun 2014 Nornor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539),

sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr

dengan Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemermtah |

‘Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pe_raturan Pelaksanaa.n ’

Undang-Undang ‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang'Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republlk’v

Indonesxa Nomor 632 1);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 1
a ‘Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dcsa'

o (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun "

2015  Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupatcn Karanganyar Nomor 36), .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAGANYAR

| }Menevtap'ka‘n B

. dan o
" BUPATI KARANGANYAR -

MEMUTUSKAN

PERATURAN ' DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA. | - |



Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga N k
Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten o

o Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36) dlubah sebagal .
- berlkut

| 'Pasa'}ll

o Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten

' Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Iﬁmbaran o

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehmgga berbuny1 sebaga1 B
bcrlkut ‘ o ‘ ‘ o

| Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d1maksud dengan

1

. Pemerintah adalah L Pemermtah - Negara - -

- Republik Indone81a

Pemermtah PrOVInSI adalah Pemenntah Prov1n31

Jawa Tengah ‘
. Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebagai unsur |
' penyelenggara Pemenntahan Daerah yang
“memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan yang'
’menjadl kewenangan daerah otonom )

. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

'Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
: mern1hk1 batas wilayah yang berwenang - untuk

.mcngatur dan mengurus urusan pemenntahan, R

kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan

'prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak -

’,tradlsmnal yang diakui dan dihormati dalam s1stem

}Pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. :

. "Pemermtahan Desa ‘adalah penyelenggaraan

_ urusan Pemerintahan dan kepentmgan masyarakat

setempat dalam sistem Pemerlntahan Negarav

Kesatuan Repubhk Indones1a

. Pemerintah  Desa :,adalah Kepala - ‘Desa
“dibantu Pérahgkat Desa sebaga1  unsur -
' 'penyelenggara Pemermtahan Deéa S
. Kepala Desa | adalah Kepala Desa di

- Kabupaten Karanganyar.



10

Perangkat Desa | adaiah _unsur Ai_,vstaf- yang

" membantu Kepala Desa dalam v "penyuSunani |

_.kebgakan ‘dan koordmas: yang diwadahi dalam";i-'

v Sekretarlat Desa, dan unsur pendukung tugas

. kepala Desa dalam pelaksanaan kebl_]akan yang

| idlwadahl dalam bentuk pelaksana tekms dan

11

‘unsur kewﬂayahan v o o v
.Badan : Permusyawaratan . Desa yang

selan_]utnya dlsmgkat BPD adalah lembaga yang

melaksanakan  fungsi pemenntahan yang

'anggotanya merupakan Wakll dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakllan Wllayah dan dltetapkan'

o secara demokrahs

12,

13,

14,

‘part131paS1 masyarakat sebaga1 m1tra Pemenntah v

Perafcuran, Desa adalah -pératnran “perundang-
nndangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah d1bahas dan dlsepakau bersama Badan
Permusyawaratan Desa ‘ : ‘ v

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang

bersifat ° konknt 1nd1v1dual dan final yang

d1tandatangan1 oleh Kepala Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Wadah :

Desa, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan: B
dan pengawasan = pembangunan  serta |
. ‘menlngkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15.

Dusun adalah - bagian W11ayah dalam Desa'

' yang merupakan lmgkungan, kerja pelaksanaan o

- Pemerintah Desa.
16.

Rukun Tctangga yang selanjutnya dlsmgkat RT

‘adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk

vuntuk memehhara dan mclestankan n11a1 n11a1'

keh1dupan yang berdasarkan kegotongroyongan

kekeluargaan o serta untuk membantu

“meningkatkan :'-}kclancaran tugas pemermtah,

‘ pembangn_nan dan kemaSyarakatan‘ di Desa serta

meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam

3 bembangunan, f



i?Rukﬁ"ri Warga yané”éelénjutnya disingkat RW
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk
" dari beberapa RT dalam rangka rnengkoordmas1kan ‘
- kegiatan RT. » , o
18. Lembaga 'Pemberdayaan  Masyarakat =~ Desa
' yang selanjutnya d1smgkat LPMD adalah lembaga
mxtra Pemerintah Desa dalam menampung dan'
| rnewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
di bidang pembangunan. , | 4
10 Pemberdayaan ‘dan Kesejahteraan Keluarga:
yang selanjutnya dxsmgkat PKK adalah wadah yang
~ dibentuk guna menuju terwu_]udnya keluarga‘
» yahg beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,
sehat sejahtera maju dan mandm, kesetaraan
" dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan
‘ hngkungan o - )
'20.Karang  Taruna adalah  organisasi  sosial
 kemasyarakatan sebagai Wadah dan sarana
S ,pehgéinbangan ‘setiap-"énggota'_masyarakat yan_'g‘
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan
tanggung jawab Sosiai .dari, oleh dan untuk
maéyarakat terutama generasi muda di wiIayéh
desa terutama bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial. o
~21.8atuan | Perlmdungan , Maéjrarakat yang
selanjutnya disebut SATLINMAS adalah organisasi
yang~ dibentuk oleh Pemerintah Desa dén,
beranggotakan Warga masyarakat yang disiapkéh‘
dah dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna i
mengura.ng1 dan memperkecﬂ akibat bencana, serta
ikut memehhara ketentraman dan keteruban |
_ masyarakat dan keglatan sosial kemasyarakatan
- 22.Pos. Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan
BerbaS1s Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
dlselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan



( _'E‘;;memberlkan kemudahan kepada masyarakat dalam
- memperoleh pelayanan kesehatan dasar/ sosml :
dasar untuk mempefcepat penurunan Angka o

- :%Tf'Kematlan Ibu dan Angka Kemat1an Bay1

o KetentUan PaSal2d1hapus R

o Dzantara Pasal 3 dan Pasal 4 d1s181pkan 1 (satu) Pasal -
;, {;ff'-i. . baru yakm Pasal 3A sehmgga berbuny1 sebagal f
o .""_fﬂ,ber1kut S _»i;' LS :

Pasal 3A

o ‘Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud

f.v;',_'dalam Pasal 3 Lembaga Kemasyarakatan Desa}

FR _mengusulkan program dan keglatan kepada Pemermtah B

L k f; 1 (satu) ayat baru yakm ayat (2a) dan ayat (4) d1hapus, _»

B 'sehmgga berbuny1 sebagal berlkut

| _ Pasal 5 _ v
-":'1(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dlbentuk atasv}":i
| prakarsa Pemenntah Desa dan masyarakat _ g

B '.‘(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa |
dengan Peraturan Desa PR o |
(2a)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa_» -
o sebagalmana dxmaksud pada ayat (2) dengan i
gff;%'memenuh1 persyaratan AERER
a berasaskan Pancasﬂa ‘; dan Undang-Undang“:,}

o Dasar Negara Repubhk Indone31a Tahun 1945

’» :,‘ -b berkedudukan d1 Desa setempat

c keberadaannya

dxbutuhkan masyarakat Desa

i d mem111k1 kepengurusan yang tetap,

i 4 *D1antara ayat (2) dan aYatb (3) Pasal 5 d15151pkan “ ',::», ??'.‘;21

bermanfaat | dan

s :'fv‘ve mermhkl sekretarlat yang bers1fat tetap, dan S



| f tldak beraﬁhas1 kepada partal p011t1k |
= (3) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Dcsa
| dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ”
(4) D1hapus. '

5 Ketentuan Pasal 6 dxubah sehlngga berbuny1 sebagau v R

o berlkut

Pasal 6
iy Lembaga Kemasyarakatan Desa terd1r1 dan -
a RT . : = . -
b.’RW; ‘
c. LPMD;
- d.PKK;
. e. Karang Taruna,
* f. SATLINMAS;
g. Pos Pelayanan Terpadu dan ‘
h. Lembaga. Kemasyarakatan Desé' lainnya 'yang
dibentuk oleh Pemerintah Désa dan masyarakat Desa

sesuai‘_dengan perkerf‘lb,arigah'danfkgbutuhan Desa.

6 Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 8 d1ubah sehingga
berbunyl sebaga1 benkut '

‘ Pasal 8
(1) Susunan pengurus R’I‘ terdm dan
‘a. ketua; -
'bv._‘b’sekfetans -
. c bendahara dan :
" d. beberapa bidang sesuai kebutuhan |
(2) Apablla pengurus RT belum dlbentuk Kepala Desa '
dapat menunjuk pengurus sementara paling lama ‘
6 (enam) bulan dan segera dllaksanakan pem111han
(3) Kepala Desa mengumumkan kcpada masyarakat
_setempa‘t mengenai - - rencana . pembcntukan o

dan/ atau pemilihan pengurus RT.



| 7

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 d1ubah sehmgga berbuny1

- sebaga1 berikut :

8.

. , v Pasal 9 » , .
(1) Pengurus RT d1p1hh dan warga RT setempat yang
» telah berstatus sebagau kepala keluarga, dengan R

syarat-syarat sebagai berikut :

a.setia dan  taat ;_képada, :&Pancasila‘j-;_.v, dan

Undang-Uhdang E Dasar" ‘Ne_gara' Ré'publik' S

~ Indonesia Tahun 1945 ‘ o
b dapat membaca dan menuhs huruf latm, N 3
c. berumur sekurang—kurangnya 20 (dua puluh)
,tahun dan sudah mcmkah

d. penduduk - yang telah berternpat t1ngga1 tetap T
) ’sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak

terputus putus di wilayah RT setempat
e.‘ sehat Jasmam dan roham,
f. berkelakuan baik, Ju_]ur dan ad11
g. bukan Perangkat Desa dan o
“h. bukan anggota BPD.

(2) Pemilihan  pengurus ~RT dilakukan - secara

musyawarah dan/ atau dengan pemungutan suara
_oleh  kepala ~ keluarga ~ di wﬂayah RT yang
bersangkutan dalam suatu 'rapat, yang dihadiri dan

di‘pimpin oleh Perangkat Dcsa. o

Ketentuan Pasal 12 dxubah sehlngga berbuny1 sebaga1

. vberlkut

‘Pasal 12 .

g : (l) Susunan Pengurus RW terdm dan

a. ketua,
b sekretans
C. bendahara, dan

d. beberapa bxdang sesuai kebutuhan

. (2) Apabila pengurus RW belum terbentuk Kepala Desa

' dapat menunjuk pengurus sementara pahng lama 6 | |

(enam) bulan. dan segera dilaksanakan pemilihan

pengurus.



pemxhhan pengurus RW

| vdan d1tambahkan 1 (satu) ayat baru yakm ayat (5), 3
= ehlngga berbuny1 sebaga1 berlkut ' -

e o Pasal 13 : N
.",'»_'(1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yanglii'

ayat (3)

;".(3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat S

':Ifl setempat mengcnal rencana pembentukan dan/ atau’gf‘_‘

f’Ketentuan Pasal 13 ayat (2) d1ubah ayat (4) dlhapus fi

d1p111h sebagalmana d1maksud dalam Pasal 11 F:

_,  ::=(2) Pem1hhan f,j’ Pengurus RW dllakukan secara:*.‘,‘:_:,;

musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh'__ =

. ’.‘f"vkepala keluarga d1 Wllayah RW yang bersangkutan L

dalam suatu rapat Yang d1had1r1 dan d1p1mp1n oleh::v;_’:-{_;;

el Perangkat Desa atau Perangkat Desa lmnnya yang - o

) v‘v"‘.vd1tunjuk . o A
'_(3) Ketua RT yang terplhh menjad1 ketua RW maka’_ﬁ.f

o yang bersangkutan harus melepaskanf,v’,,

L kedudukannya sebaga1 ketua RT R
. ‘(4) D1hapus Ty A o
o ,."(5) Persyaratan pengurus RW adalah sebagau benkut

 a.setia dan Ctaat. kepada Pancasﬂa dan

L ,Undang-Undang Dasar Negara Repubhk,_

R j-lf‘, IndoneSIa Tahun 1945

. ;:':?»;”f" e _ :5? f o . 'b':dapat membaca dan rnenuhs huruf Iatln, S

,c.‘bberumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)

_v"tahun dan sudah memkah

o jterputus putus di W11ayah RW setempat e .

e sehat j _]asmanl dan rohan1

f ;berkelakuan balk Ju]ur dan ad11

. g bukan Perangkat Desa dan EER
h bukan anggota BPD. R

d penduduk yang telah bertempat tlnggal tetap""}':f:;}"‘::""v‘

R sekurang—kurangnya 6 (enam) bulan dengan tldakjv'v. R



o _‘:’v"'-:»‘}Pengurus RT dan RW berhent1 atau dlberhentlkan oleh

'-'_;‘Pejabat yang mengangkat karena

- 10 Ketentuan huruf d Pasal 15 dlubah sehmgga berbuny1
| sebaga1 benkut )

f. 32f’a habls masa baktmya

| Pasal 15

: b. menmggal dunla, |

o ':‘vf'Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah ini;

L yang bersangkutan

SO dan/atau

S :'f:”‘c,- p1ndah tempat t1ngga1 dar1 hngkungan RT atau RW .

d tldak lagl memenuh1 Syarat yang dltentukan dalam,{;‘,} La

s e melakukan t1ndakan yang . | menghllangkan’ o o
B ~"kepercayaan ' penduduk o Desa terhadap o ’

. kepem1mp1nannya sebaga1 pengurus RT atau RW

"'35,-}f.',;sebab Ialn yang bertentangan dengan ketentuan';

:':'peraturan perundang-undangan yang berlaku} -

:» dan/ atau norma—norma keh1dupan masyarakat Desa

o ber1kut

Ketentuan Pasal 18 d1ubah sehmgga berbuny1 sebagm e

Pasal 18v

i i :" v v(l) Susunan Pengurus LPMD terdln dar1

o . a 1 (satu) orang Ketua

L .’b 1 (satu) orang Wakﬂ Ketua, e

- c.. 1 {satu] orang Sekretans

. : d 1 (satu) orang Bendahara, dan "

o - a. bldang pembangunan .

v:.'{ b b1dang ketentraman dan ketertlban

e bldang bldang

S (2) Bldang-bldang sebagalmana dxmaksud pada ayat ( 1),_..' L

B terdm atas

i ) c bldang pend1d1kan dan kebudayaan

" "d bldang kesejahteraan sos1a1

o e b1dang pemberdayaan masyarakat dan

e f bldang pemuda dan olahraga e o



" 12}.'Két'entuanv ayat . (3) }' 'Pasél '1vv9:_b.:'dih‘apus, . sehmgga ”
berbunyi sebagai berikut:

: _ Pasal 19 , R .
(1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat -
- dengan persyaratan, sebagai berlkut _
- a.setia dan taat kepada Pancasﬂa ‘dan‘
| Undang-Undang ~ Dasar Negara Repubhk
,.,'_‘:Indonesua tahun 1945; FRETIEE i R
b. berpendldlkan serendah-rendahnya SLTP atau .
sedera_]at ' S
¢. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) -
~ tahun; |
g d. sehat _]asmam dan roham, B
'e.‘berkelakuan ba1k dan j _]u_1ur, -
f. telah bertempat tinggal tetap sekurang—kurangnya |
6 (enam) bulan dengan tldak terputus putus di
_ Desa setempat SR |
o g bersedia d1p111h menjadl Pengurus LPMD; -
~ h.bukan Perangkat Desa; dan - o
i “bukan anggota BPD. _ e
(2) Pengurus LPMD ‘dipilih secéré :musyawarah untuk
‘vvmufakat oleh perwakllan pengurus RT, pengurus
- ,RW tokoh masyarakat dan Kepala Dusun .
(3) Dihapus.
(4) Pemilihan Pengurus LPMD d11aksanakan dalam
. " rapat khusus pemlhhan pengurus LPMD yang
d1p1mp1n oleh Kepala Desa '_ ‘ -
(5) Hasﬂ pem111han pengurus LPMD dltetapkan dengan‘
Keputusan Kepala Desa. : ’

' 13 Ketentuan Pasal 20 dlubah sehmgga berbuny1 sebaga1 -

N -berlkut

Pasal 20
- Pengurus LPMD berhent1 atau dlberhentlkan olehv
'pe_]abat yang mengangkat karena | |

a hab1s masa baktmya,



. b. me'ningga] dunia;
o : c. '-mengundurkar'l.' dirij 5 L
- d pmdah tempat tlnggal Coe T
e. tidak 1ag1 memenuhl yérét vyé.'ng ditve-ntukan;‘ s
o dan/atau ' n R |
 f. sebab lam yang bertentangan dengan ketentuan ‘:
peraturan perundang—undangan . yang berlakul -

~dan / atau norma-norma keh1dupan masyarakat Desa -

14 Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 24 dxubah sehlngga
| berbuny1 sebagal berlkut

 Pasal24
(1) Karang Taruna dibentuk di Desa.
(2) Susunan pengurus Karang Taruna Desa terdiri dari:
. va ketua; .
b, wakil ketua;
“c sekretans,
- d. bendahara dan
e beberapa bidang sesuai kebutuhan.
(3) Pengurus Karang Taruna - disusun . atas dasar -
pemlllhan, dengan ketentuan sebagal berikut: v
_ a. pengurus Karang Taruna Dusun/ RW d1p111h dar1 ,
| dan oleh anggota dan , | |
b. Pengurus Karang Taruna Desa dlplhh olehv" -

Pengurus Karang Taruna Dusun .

15. Keten_tuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai
. berikut: '

' Pasal 26
(l) Sathnmas dlbentuk di Desa
(2) Susunan pengurus Sathnmas Desa terdm dari :
a. ketua, o '
| b sekretans, dan , -
}i c. b1dang-b1dang sesuai kebutuhan | |
(3) Pengurus Sathnmas dltetapkan » atas _ dasar
pemilihan, dengan ketentuan sebaga1 berikut : B

- a. tiap-tiap RT mengusulkan calon Satlinmas; dan



b pengurus Sathnmas d1p111h dan yang hadxr dalam
pertemuan yang dlselenggarakan oleh Kepala '

| Desa

16 Dxantara Pasal 27 dan Pasal 28 dls1s1pkan 1 (satu)
g Pasal baru yakni Pasal 27A dan 1 (satu) Baglan baru S

R berlkut

yakm Baglan Kesembllan sehmgga berbuny1 sebagau

Baglan Kesembﬂan

R Po syandu

Pasal 27A

L (1) Pos Pelayanan Terpadu dapat dlbentuk d1 Desa . |

o '(2) Pos Pelayanan Terpadu sebagalmana dlmaksud pada o

- ayat (1) mem111k1 tugas memberlkan kcmudahan
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan

":  (3) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu | sebagalmana

d1maksud pada ayat (1) dlplhh dan dan oIeh

o ¢:  masyarakat

| 'fl,;_ﬁ::"v'(4) Susunan pengurus Pos Pelayanan Terpadu |

sebagalmana d1maksud pada ayat (3) sekurang-, ».
kurangnya terdm dan ' ' L
1 ketua - o
2 sekretans, dan e
3. bendahara.

(5) Jems ~ Pos Pelayanan | Terpadu sebagaimaxvuxal el

d1maksud pada ayat (1) dlsesumkan dengan ;-,‘-f} ;"

kebutuhan Desa.

I 17 Ketentuan Pasal 28 aYat (1) dxubah dan d1tambahkan 2 e

L :_;_(dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehmgga : o
R berbuny1 sebagaz ber1kut -

Pasal 28

S '}(1) Masa bakt1 Pengurus ' Lembaga Kemasyarakatan fj

Desa selama 5 (11ma) tahun terhltung sejak tanggal .

dltetapkan SR



(2) Masa bakt1 pengurus PKK menyesua1kan masa |
Jabatan KepalaDesa A | |
(3) Pengurus Lembaga Kerﬁasyarakatan Desa selain PKK » ' |
- dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kah masa o

Jabatan secara berturut-turut atau udak secara

‘ berturut—turut , : o
(4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dllarang O

’ merangkap » Jabatan ; Pada ":: "

Lembaga;‘ |

s Kemasyarakatan Desa lamnya

o ': "18 Ketentuan Pasal 29 dlubah sehmgga berbunyl sebagal_ -

ber1ku.t

o Pasal 29 ‘

(1) Hubungan ker]a Lembaga Kemasyarakatan Desa‘uv;{
- dengan Pemermtah Desa ber31fat kermtraan N
( )Hubungan kerJa Lembaga Kemasyarakatan Desaf‘
- dengan BFD bersxfat konsultat1f '
(3) Hubungan kerja ' Lembaga Kemasyarakatan Desa_ “
dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa

- bers1fat koordlnatlf

19 Dlantara BAB V dan BAB VI dlslslpkan 1 (satu) BAB :, .
) baru yakm BAB VA sehmgga berbuny1 sebagal- '  _-;: .

T ber1kut e

BABVA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29A » |
(1) Bupatl melakukan - pemblnaan dan pengawasgr;

' terhadap : pembentukan pemberdayaan ‘ dah

a pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa‘ g
sebaga1 mitra Pemermtah Desa d1 w11ayahnya |

(2) Camat melakukan pembmaan ‘dan pengawasc"in: :

terhadap pembentukan pemberdayaan

pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

SR o sebaga1 mltra Pemerlntah Desa d1 Desa



: 20 D1antara Pasal 31 dan Pasal 32 dlSlSlpkan 1 (satu)
| Pasal baru yakm PasaI 31A sehmgga berbunyl sebagal
_: berlkut ' ' -
Pasal 31A

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mula1 berlaku maka

semua Peraturan Desa yang mengatur tentang LKD - |

- agar menyesualkan pengaturan dalam Peraturan'

Daerah 1n1

(2) Penyusunan Peraturan Desa t1ndak lanjut Peraturan S

- Daerah ini dilaksanakan pahng lambat bulan
o Desember 2019,

(3) Peng131an seluruh Pengurus LKD berdasarkan

~ Peraturan Desa sebagalmana d1maksud pada ayat (1 |

dilakukan secara serentak pada bulan Januan
dengan masa bhaktl 2020 2025 | '

- f. Pasal m |
,Peraturan Daerah ini; l_vmul‘ai berlaku pada - tanggal

dlundangkan

. “ Agar  setiap orang mengetahumya, | memermtahkan :

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya o

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar S

Dltetapkan d1 Karanganyar
pada tanggal 23 Mex 2019 -

| BUPATIK@ NGAR;AR
| - -Juul ATMONO |
Diundangkan di Kafanganyar.

‘pada tanggal 31 Mei 2019
AERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO
-,'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 7 |

' NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
VPROVINSI JAWA 'I‘ENGAH (7 125/2019) -



~ PENJELASAN
| | ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| - NOM?R 7 TAHUN 2019
. TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DES‘Av -

L UMUM

Dengan dlundangkcmnya Peraturan Menten ”Dalam Negeri

: Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

_'Lembaga Adat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tldak SCSU&I dengan ‘ketentuan -

" dalam Peraturan Menteri Dalam Negen tersebut - »
~ Selain sebagalmana tersebut dlatas, terdapat ~ beberapa
perubahan pengaturan karena adanya perkembangan kebutuhan -
pengaturan terka1t dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehmgga

guna kelancaran penyelenggaraan Pemermtahan Desa, maka Peraturan B

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang .

Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu d1ubah

L PASAL DEMI PASAL
o PasalI |
. Cukup Jelas
'Pasal II 3
_ _ Cukup Jelas ’ . . v
) ‘TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 101




